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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perkara permohonan cerai talak
anggota PPPK Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg, dimana dalam perkara tersebut
pemohon yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Surabaya,
sedangkan Termohon merupakan guru honorer di Jombang. Maka dari itu yang
menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama
Jombang. Namun yang menjadi pro kontra dalam masalah ini ialah Pemohon telah
mendaftarkan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Jombang tanpa
menyertakan surat izin perceraian kepada pengadilan. Mengingat beliau merupakan
salah satu anggota Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang mana salah
satu persyaratan mengajukan perceraiannya harus menyertakan surat izin, sehingga
dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin
perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55
Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana pertimbangan
Hakim dalam mengambil keputusan bagi para pihak yang berperkara? 2.) Bagaimana
analisis putusan Hakim dalam perkara permohonan cerai talak PPPK di Pengadilan
Agama Jombang dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2022
tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah?. Adapun tujuan penelitian
ini adalah 1) mendeskripsikan apa saja pertimbangan Hakim dalam mengambil
keputusan pada putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg tentang perceraian atas
tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. 2)
Menganalisis mengenai putusan Hakim tersebut sudah sesuai dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur tahun 2022 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas
pemerintah.

Metode penelitian ini adalah metode yuridis dengan menggunakan jenis metode
penelitian hukum normatif. Penelitian ini berbentuk putusan, maka pendekatan yang
dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach)
pendekatan ini bertujuan untuk memastikan apakah perkara yang ada telah sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir yakni menggunakan
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pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma
atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh
kasus yang telah terjadi didalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Majelis Hakim memutuskan
perkara tersebut dan menganggap bahwa surat izin yang diajukan ke pengadilan pada
saat pembuktian dianggap masih memenuhi syarat dan tetap menaati perundang-
undangan meskipun terlambat melampirkan. Majelis Hakim juga menganggap bahwa
memeriksa tanda tangan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang atau belum
bukanlah wewenang Majelis Hakim. Selain itu, alasan Majelis tetap mengabulkan
permintaan Pemohon yakni karena sudah tidak akan tercipta rasa kasih sayang terhadap
kedua mempelainya ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. 2) Dalam putusan tersebut
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55
Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022 pada poin D yang mana memuat tentang syarat perceraian PPPK
bagi Pemohon yang merupakan seorang Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian
Kerja dan menurut teori akibat hukum lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang
melawan hukum maka, Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja tersebut akan
mendapatkan sanksi disiplin dari instansinya karena izin dari atasan ketika akan
bercerai tersebut merupakan hal yang wajib dimiliki.
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This research is motivated by the case of a request for divorce from PPPK
members Number 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg, where in this case the petitioner works as
a teacher at one of the public schools in Surabaya, while the Respondent is an honorary
teacher in Jombang. Therefore, the Petitioner filed a divorce petition at the Jombang
Religious Court. However, what became a pro-con in this matter was that the
Petitioner had registered a divorce petition with the Jombang District Court without
including a divorce license to the court. Given that he is a member of a Government
Employee with a Work Agreement, one of the requirements for applying for a divorce
must include a letter of permission, so that the decision is not in accordance with
Government Regulation Number 45 of 1990 concerning amendments to Government
Regulation Number 10 of 1983 concerning marriage and divorce permits for civil
servants and East Java Governor Regulation Number 44 of 2022 concerning the
Second Amendment to East Java Governor Regulation Number 55 of 2021 concerning
Guidelines for Work and Implementation of Tasks of the East Java Provincial
Government in 2022.

The formulation of the problem in this study is 1.) How is the Judge's
consideration in making decisions for the litigants? 2.) How is the analysis of the
Judge's decision in the PPPK divorce petition case at the Jombang Religious Court
with the East Java Governor Regulation Number 44 of 2022 concerning work
guidelines and the implementation of government duties? The objectives of this study
are 1) to describe what are the considerations of the Judge in making a decision in
decision Number 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg regarding the divorce of the defendant who
works as a Government Employee with a Work Agreement. 2) Analyze whether the
judge's decision is in accordance with the East Java Governor Regulation 2022
concerning guidelines for work and the implementation of government duties.

This research method is a juridical method using the type of normative legal
research method. This research is in the form of a decision, so the approach taken in
this paper is a statutory approach (Statue Approach) this approach aims to ascertain
whether the existing case is in accordance with the applicable law. And the last is using
a case approach (Case Approach) this approach aims to study the norms or rules of
law that can be applied. This approach is in the form of taking examples of cases that
have occurred in society.
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The results of this study indicate that 1) The Panel of Judges decided the case
considered that the license submitted to the court at the time of proof was still
considered eligible and still complied with the legislation even though it was late to
attach. The Panel of Judges also considered that examining the signature was in
accordance with the law or not was not the authority of the Panel of Judges. In
addition, the reason why the Panel continued to grant the Applicant's request was
because it would not create affection for the two brides like unrequited love. 2) In the
decision, the Panel of Judges did not consider East Java Governor Regulation Number
44 of 2022 concerning the Second Amendment to East Java Governor Regulation
Number 55 of 2021 concerning Guidelines for the Work and Implementation of Tasks
of the East Java Provincial Government for 2022 at point D which contains the
requirements for PPPK divorce for the Applicant who is a Government Employee with
a Work Agreement and according to the theory of the legal consequences of the birth
of sanctions if an unlawful act is committed, the Government Employee with a Work
Agreement will receive disciplinary sanctions from his institution because permission
from superiors when going to divorce is mandatory.
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